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Pe n y a l a h g u -
naan aset milik 
daerah terus terjadi 

di Bumi Batiwakkal tanpa ada 
tindakan tegas dari Pemerin-
tah Kabupaten Berau. Dere-
tan pertokoan di Jalan AKB 
Sanipah I menjadi salah satu 
lokasi aset yang diduga terjadi 
“transaksi gelap.” 

Pada 2011, Pemerintah 
Kabupaten Berau menerbitkan 
Peraturan Daerah Nomor 2 
tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaaan Daerah yang salah 
satunya menetapkan tarif 
sewa kios 4x6 sebesar Rp250 
ribu per bulan per kios. 

Namun, fakta di lapangan 
mengungkapkan hal yang ber-
beda. Berdasarkan penelu-
suran Berauterkini, rata-rata 
penyewa membayar dengan 
jumlah cukup besar setiap ta-
hunnya. Mereka yang berhasil 
diwawancarai menyebut harus 
membayar sewa kios tersebut 
Rp20-30 juta per tahun.

Salah seorang penyewa 
lapak berinisial SR mengaku 
menyewa tempat di sana ke-
pada seseorang di Kecamatan 

Tanjung Redeb.
“Saya nyewa per tahun 

Rp25 juta. Sama orang juga 
(sewanya), kalau tidak salah 
tinggalnya di Jalan Pulau Pan-
jang atau Gunung Panjang,” 
jelasnya, Rabu (12/11/2025).

Tapi, kata dia, jumlah itu ter-
masuk murah jika dibandingkan 
tetangganya yang harus mem-
bayar lebih tinggi darinya.

“Yang di sebelah saya itu 
bilang Rp30 juta per tahun,” 
ungkapnya.

Jumlah ini berbanding ter-
balik dengan salah seorang 
penyewa lain berinisial AN 
yang mengaku tinggal di sana 
sejak tahun 1980-an bersama 
keluarganya.

Meski tinggal di loka-
si yang sama, namun harga 
sewa yang harus dibayar jauh 
lebih murah. “Saya perbulan 
hanya Rp600 ribu,” jelasnya.

Dia juga menyadari, ka-
wasan itu merupakan tanah 
milik pemerintah.

“Di sini lahannya milik pe-
merintah. Kalau dari tempat 
saya ini ke Gang Empat Kali 
Enam,” paparnya.

Adanya perbedaan harga 
sewa di sana menurutnya cuk-
up besar. Namun apa penye-
babnya dia tidak tahu.

“Saya tidak tahu. Yang 
jelas kami hanya hanya Rp600 
ribu per bulan, dan memang 
kami di sini sudah lama ting-
galnya,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, SN 
mengaku membayar perbulan 
Rp1 juta. Tempat yang dise-
wanya bukan lapak, melainkan 
hanya kamar untuk dia tinggal.

Dia membayar kepada 
seseorang yang kini tinggal di 
Samarinda.

“Saya sewa hanya tem-

pat ini untuk tinggal. Sewan-
ya satu juta per bulan. Yang 
menyewakan sekarang tinggal 
di Samarinda,” katanya.

Dia juga mengetahui, ba-
ngunan yang ditinggalinya 
berdiri di atas lahan milik pe-
merintah. Bahkan, dirinya juga 
mengetahui patok batas lahan 
pemerintah di sana.

“Iya ini lahan pemerintah. 
Kalau tidak salah sampai ke de-
pan mini market di sana. Kalau 
patoknya ada di sana,” tandasn-
ya, sambil menunjukkan batas 
patok lahan Pemkab Berau.

baca selengkapnya di halaman 3
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Kebocoran PAD
Praktik curang yang terjadi 

pada aset milik Pemkab Berau 
di Jalan AKB Sanipah I menja-
di ironi di tengah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang stag-
nan. Bahkan, pemanfaatan 
aset daerah yang seharus-
nya bisa dioptimalkan untuk 
pembangunan, justru terjadi 
kebocoran yang nyata-nyata 
nampak jelas dari halaman 
Pemkab Berau.

Padahal, jika aset-aset 
tersebut bisa dimaksimalkan 
realisasi retribusinya, pemerin-
tah bisa menambal anggaran 
di tengah isu pemangkasan 
dana transfer ke daerah (TKD) 
dari pemerintah pusat.

Dari sederet objek 
pendapatan daerah, ada 
yang bersumber dari retribusi 
atas pemanfaatan jasa atau-
pun fasilitas pemerintah un-
tuk kepentingan pribadi yang 
sesuai dengan Perda Nomor 
7/2023 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah.

Dalam perda tersebut, 
retribusi diartikan pungutan 
daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus dise-
diakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah un-
tuk kepentingan orang pribadi 
atau badan.

Setiap pengguna akan 
diberikan tanggungan untuk 
aktif memberikan retribusi 
daerah melalui badan atau 
lembaga pemerintah resmi 
yang mengumpulkan retribusi 
tersebut.

Pada beleid itu, setidakn-
ya terdapat tiga jenis retribusi, 
yakni retribusi jasa umum, jasa 
usaha, dan perizinan tertentu.

Pembiaran Belasan 
Tahun

Terkait retribusi melalui 
jasa usaha, Pemkab Berau 
pada 1979 telah mendirikan 
kios 4x6 di Jalan AKB San-
ipah I. Saat itu, kios tersebut 
disewa oleh 79 orang sebagai 
bentuk kepedulian pemerintah 
atas peristiwa kebakaran yang 

melanda Pasar Kebun Sayur.
Berdasarkan data Diskoper-

indag, sejak 1979-2012 terdapat 
dua kali perjanjian atas sewa 
kios 4x6. Surat perjanjian yang 
pertama dibuat pada 1994, di 
mana masa sewa 1 Januari 
1994 sampai 31 Desember 
1994 dengan tarif sewa sebesar 
Rp7.200 per bulan. Selanjutnya, 
tarif sewa terus meningkat sam-
pai sebesar Rp25 ribu, namun 
tidak didukung dengan perjan-
jian sewa.

Berdasarkan data laporan 
hasil pemeriksaan BPK atas 
laporan keuangan Pemkab Be-
rau pada 2014, dibeberkan ban-
yak data terkait kios tersebut. 

Pada 2011, Pemkab Berau 
menerbitkan Peraturan Daer-
ah Nomor 2 tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaaan Daer-
ah yang salah satunya men-
etapkan tarif sewa kios 4x6 
sebesar Rp250 ribu per bulan 
per kios. 

Berdasarkan perubahan 
tarif tersebut, Diskoperind-
ag membuat perjanjian sewa 
kios 4x6 pada 2012. Hal-hal 
yang diatur dalam perjanjian 
tersebut meliputi jangka waktu 

sewa, tarif sewa, kewajiban, 
dan denda.

Dalam perjanjian tersebut, 
terdapat pasal yang melarang 
untuk mengubah/menambah 
bangunan yang ada. Namun, 
dalam perjanjian tidak men-
cantumkan sanksi jika laran-
gan tersebut dilanggar. Selain 
itu, perjanjian tersebut tidak 
mengatur nilai sewa per meter 
persegi.

Dari 79 petak kios 4x6 
yang ditempati penyewa, ter-
dapat satu kios yang ditukar 
guling sesuai Berita Acara 
Penyerahan Hak atas Tanah 
dan Bangunan pada 24 April 
1991 antara Bupati Berau den-
gan Sattaruddin yang bertin-
dak atas nama Almarhum Haji 
Muhammad Saad.

Perjanjian sewa kios 4x6 
pada 2012 dibuat atas 78 
penyewa kios. Namun, data 
dari Diskoperindag Berau 
menunjukkan terdapat 55 su-
rat perjanjian sewa yang telah 
ditandatangani oleh penyewa. 
Sebanyak 23 perjanjian sewa 
kios 4x6 belum dikembalikan 
oleh penyewa kios karena 
mereka merasa keberatan 

dengan adanya kenaikan tarif 
sewa tersebut. 

Dalam catatan itu, BPK 
mendapati dua potensi ker-
awanan yang berpengaruh 
terhadap keuangan daerah. 
Pertama, lahan dan kios dapat 
disalahgunakan oleh penye-
wa kios dan potensi hilangn-
ya pendapatan daerah yang 
dilakukan oleh penyewa. 

Dari kasus itu, BPK mere-
komendasikan Kepala Disko-
perindag segera memperbarui 
perjanjian sewa kios 4x6 tahun 
2012. Perjanjian tersebut men-
gatur klausul denda atas peru-
bahan bentuk bangunan yang 
dilakukan penyewa.

Kedua, merekomen-
dasikan Kepala Diskoperindag 
dan Kepala BPKAD berkoordi-
nasi dalam bentuk rekonsiliasi, 
melakukan evaluasi perjan-
jian, dan pengelolaan sewa 
kios 4x6 serta pelaporannya 
secara rutin dan periodik. 

Persoalan ini pun urung 
mendapat titik terang, kendati 
kios 4x6 masih ditempati dan 
beroperasi hingga saat ini. 

baca selengkapnya di halaman 4
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Kondisi ini juga sempat 
disoroti Berauterkini pada 
2023 dengan berita yang ber-
judul ‘Pemkab Bakal Benahi 
Lapak Kios 4×6 Jalan AKB Sa-
nipah I. Pj Sekda: Biaya Sewa 
Bakal Berubah’. 

Namun, dua tahun 
berselang, belum ada kejelas-
an terkait rencana pem-
benahan kawasan 
tersebut atau pun 
langkah strategis 
yang diambil oleh 
Diskoperindag Be-
rau untuk penataan 
dan pendapatan retribu-
si.

Persoalan ini juga 
mendapat sorotan Wakil Bu-
pati Berau, Gamalis. Dia men-
yatakan, pemerintah bakal 
melakukan langkah penga-
wasan dan pendataan ulang 
terkait data penyewa yang 
saat ini bermukim di tempat 
tersebut. 

“Langkahnya harus hu-
manis, kami melihat kawasan 
itu strategis dan bisa dibuat 
lebih baik lagi,” kata Gamalis. 

Dia menyebut, sinkronisa-
si data yang dikelola oleh pe-

merintah memerlukan pemu-
takhiran. Hal itu mengingat 
rekomendasi BPK tersebut 
sudah berlangsung lama dan 
berpotensi terjadi perubahan 
dari pihak yang menyewa tem-
pat tersebut.

Di tengah ancaman pen-
gurangan APBD saat ini, kata 

Gamalis, dibutuhkan 
langkah strategis 
pemerintah untuk 
memastikan setiap 
objek pajak dapat 
terealisasi dengan 

maksimal. Tak hanya 
retribusi yang memiliki 

potensi, namun banyak sum-
ber retribusi yang dapat di-
manfaatkan untuk meningkat-
kan nilai PAD. 

“Banyak potensi lain yang 
dapat dimanfaatkan,” sebutn-
ya. 

Dia berpesan kepada se-
tiap lapisan masyarakat agar 
tak pernah lupa dengan ke-
wajiban membayar pajak. Se-
bab, sejatinya pembangunan 
daerah ditopang dari tertibnya 
masyarakat membayar retri-
busi dan pajak ke daerah. 

Di sisi lain, pemerintah 

juga memastikan setiap pa-
jak dan retribusi yang diberi-
kan dapat difungsikan sebaik 
mungkin untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. 

“Pemerintah komitmen un-
tuk lebih akuntabel dan profe-
sional dalam mengelola pajak 
dan retribusi daerah,” 
tegasnya. 

Perlu Pena-
taan 

Kepala Bagian 
Aset Badan Pen-
gelola Keuangan 
dan Aset Daerah (BP-
KAD) Berau, Wahid Hasyim, 
mengungkapkan kebutuhan 
pemerintah dalam penataan 
aset. Dalam hal ini kios 4x6 
yang berada dalam kawasan 
strategis karena keberadaann-
ya persis di jantung kota. 

Dirinya sepakat bila aset 
tersebut perlu diberikan sen-
tuhan lebih oleh pemerintah 
mengingat keberadaannya 
saat ini sudah semakin kumuh. 

Dia mengatakan, Berau 
yang menjadi daerah tujuan 
wisata belum memiliki tempat 
yang dapat menyajikan kuliner 

khas dalam satu kawasan. 
Menurut dia, kawasan 

kios 4x6 sangat tepat untuk 
menyediakan fasilitas, seperti 
‘food court’, sebagai tempat 
singgah wisatawan sebelum 
menyeberang ke kawasan 
wisata bahari di Berau. 

“Bisa dibangun tempat 
yang lebih bagus dan 

representatif. Kios 
itu berdiri di pusat 
kota,” ucapnya. 

S e m e n t a r a 
itu, Kepala Badan 

Pendapatan Daerah 
(Bapenda) Berau, Djupi-

ansyah Ganie, menerangkan, 
pendapatan yang diberikan 
dalam proses sewa itu masuk 
dalam retribusi penggunaan 
kekayaan daerah. 

Ia menyatakan, proses pe-
mungutannya masih dilakukan 
Diskoperindag Berau, terma-
suk untuk pungutan sewa kios 
di Pasar Sanggam Adji Dilayas 
(PSAD) Teluk Bayur. 

“Tapi angka pemasukan-
nya tetap berada di Bapenda 
Berau,” bebernya. 

gamalis
Djupiansyah 

Ganie

baca selengkapnya di halaman 5
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Berdasarkan data, real-
isasi penerimaan dari penye-
waan kios 4x6 di Berau seti-
ap tahunnya relatif fluktuatif. 
Pada 2022, Bapenda Berau 
menerima realisasi senilai 
Rp175,5 juta. 

Kemudian, naik 
pada 2023 menjadi 
Rp396,5 juta. Ang-
ka tertinggi terjadi 
pada 2024 senilai 
Rp534,6 juta. Hing-
ga Triwulan III/2025, 
Bapenda Berau sudah men-
catatkan pendapatan retribusi 
senilai Rp290 juta.

“Relatif naik turun, tapi 
pendapatan selalu masuk dari 
sewa kios 4x6 itu,” ungkap dia.

Berauterkini juga telah 
melakukan upaya konfirmasi 
kepada Diskoperindag Berau 
demi mengetahui langkah 
strategis dinas dalam menga-
tasi potensi kebocoran retribu-
si dari kios 4x6 di Jalan AKB 
Sanipah I.

Namun, hingga berita ini di-
tayangkan, belum ada jawaban 
dari Kepala Diskoperindag Be-

rau, Eva Yunita, yang diketahui 
sedang berada di luar kota.

Data Ulang dan 
Tertibkan Lapak

Ketua Komisi II DPRD 
Berau, Rudi Mangunsong, 

menegaskan pentingn-
ya pendataan ulang 
serta penertiban 
seluruh lahan, pe-
tak, dan lapak milik 
pemerintah daerah 

yang menjadi objek 
retribusi.

Langkah ini dinilai mende-
sak karena adanya praktik 
sewa yang tidak sesuai den-
gan tarif resmi yang diatur da-
lam peraturan daerah.

Rudi mengatakan, infor-
masi mengenai adanya sewa 
lapak di Jalan AKB Sanipah I 
yang tarifnya tidak sesuai nilai 
retribusi yang telah ditetapkan 
Pemkab Berau harus ditindak-
lanjuti.

“Ini jelas merugikan PAD 
dan harus ditertibkan. OPD 
terkait harus menindaklanjuti-
nya,” tegasnya.

Menurut Rudi, upaya 

meningkatkan PAD memang 
membuka peluang revisi terh-
adap aturan retribusi. Namun, 
sebelum itu, dia menekankan 
pentingnya validasi data aset 
dan objek retribusi agar kebi-
jakan yang diambil tepat 
sasaran.

Pihaknya pun 
meminta Pemkab 
Berau untuk men-
data ulang seluruh 
aset retribusi.

“Isu soal petak uku-
ran 4x6 meter sempat men-
cuat, tapi informasi detailnya 
belum kami terima dari OPD. 
Saat itu, anggota Komisi II, 
Nurung, juga sempat memper-
tanyakan masalah ini ke Dis-
koperindag,” jelasnya.

Politisi PDIP ini juga men-
yampaikan perlunya perbaikan 
tata kelola kios dan lapak yang 
menjadi sumber retribusi, teru-
tama bagi pelaku UMKM yang 
menyewa lahan pemerintah.

Penarikan retribusi harus 
dilakukan sesuai tarif resmi 
yang tertuang dalam perda. 
Sehingga, jangan sampai ada 

pihak yang bermain melaku-
kan monopoli tarif.

“Jangan sampai ada lapak 
yang membayar sewa berbe-
da dari yang telah ditetapkan. 
Ini harus dibenahi. OPD terkait 

mulai sekarang harus 
serius mendata dan 

menertibkan asetn-
ya,” tegas Rudi.

Jika terdapat 
aset yang sulit dike-

lola atau tidak opti-
mal, Rudi menyarankan 

agar pemerintah mempertim-
bangkan opsi lain, seperti 
lelang atau pola pemanfaatan 
lain yang sesuai aturan.

Menurut Rudi, pihaknya 
tidak ingin aset ini justru mem-
beratkan masyarakat. Apalagi 
sampai dimanfaatkan oknum 
untuk menarik tarif di luar 
ketentuan.

“Seperti yang terjadi di 
(AKB) Sanipah I, tarif sewan-
ya ternyata jauh di luar aturan 
retribusi. Semua objek retribu-
si harus mematuhi tarif resmi 
dalam perda,” pungkasnya.  
(SULAIMAN DAN HENDRA IRAWAN)

rudi 
mangungsong

Eva Yunita



Bulan November 
adalah bulan mem-
peringati pahlawan. 

Tak hanya pahlawan di masa 
kemerdekaan, bulan ini juga 
sebagai pengingat pahlawan 
hari ini yang berjuang demi 
masa depan anak-anak.

Adalah Husni, seorang 
Kepala Sekolah sekaligus 
guru PAUD di Kelompok Ber-
main Sri Rejeki, Desa Sem-
urut, Kecamatan Tabalar, Ka-
bupaten Berau.

Dia berkomitmen untuk 
mengabdi dan mengajar di 
tengah keterbatasan fasilitas 
pendidikan yang ada.

Husni mengaku mulai 
mengajar sejak 2011 silam, 
alasannya terjun untuk men-
gajar anak-anak, karena ia 
mencintai pekerjaannya.

Husni mengaku sering tidak 
dibayar, bahkan dirinya juga 
pernah hanya menerima gaji 
sebesar Rp 50.000 per bulan.

“Karena saya mencintai 
pekerjaan saya, enggak digaji 
pun saya ikhlas kok,” ujar Hus-
ni kepada Berauter-
kini.co.id, Selasa 
(11/11/2025).

Husni bercer-
ita kondisi Seko-
lah Kelompok 
Bermain Sri 
Rejeki jauh 
dari kata 
memadai, 
b a h k a n 
tidak ada 
fas i l i tas 
k a m a r 
mandi di 
sekolahnya 
mengajar.

D u l u , 
s e k o -
l a h n y a 
juga tidak 

memiliki pagar, sehingga ke-
bersihan sekolah menjadi ti-
dak terawat.

Namun berkat usahanya, 
dengan meminta bantuan ke-
pada Pemkab Berau maupun 
DPRD Berau. Kini sekolahnya 
sudah memiliki pagar.

“Saya berjuang ke pemer-
intah melalui anggota dewan 
dan mendapatkan bantuan, 
jadi lokasinya sudah berpa-
gar”, ungkapnya.

Husni men-
gaku ber-
t a h a n 
m e n -
j a d i 
guru 

PAUD karena ingin menye-
jahterakan sesama rekan ker-
janya.

Menurutnya, profesi se-
bagai guru PAUD sering di-
anaktirikan.

Tak hanya profesi guru 
PAUD yang kerap dianaktiri-
kan, menjadi guru di sekolah 
swasta juga kerap tak diper-
hatikan.

Kini Husni bertekad 
untuk ber tahan 

s e -

bagai guru PAUD di tengah 
keterbatasan.

Dia ingin guru PAUD lain-
nya di Berau mendapatkan 
kesejahteraan dan fasilitas se-
kolah yang memadai.

“Saya pengen mense-
jahterakan guru PAUD,” ung-
kapnya.

“Supaya guru PAUD 
enggak seperti diana-

ktirikan, karena 
kadang yang di-
miliki oleh neg-
eri sekarang 

tidak dimi-
liki oleh 
s w a s t a . 
Kami sa-
ma-sa-
m a 
menc -

e r d a s -
kan anak 

b a n g s a , 
tapi ya 
m u n g k i n 
belum re-
jeki,” un-
gkapnya . 
( AN  D RI  -
KNI SHO-
LIKHATI)
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Kisah Husni, Guru PAUD dari Tabalar
Pahlawan Pendidikan  

di Tengah Keterbatasan



Belanja APBD Tak Optimal  
Karena Tender Terlambat

Pemkab Berau op-
timis realisasi sera-
pan belanja APBD 

Berau capai target meski saat 
ini angkanya baru 60 persen.

Kabag Administrasi Pem-
bangunan Setda Berau Ismi-
yanto optimis realisasi sera-
pan belanja APBD Berau bisa 
mencapai target.

Dia menjelaskan, hingga 
30 September 2025 realisasi 
serapan belanja baru menca-
pai angka sekitar 60 persen.

Menurutnya, angka real-
isasi serapan belanja APBD 
akan terus meningkat men-
jelang akhir tahun.

S e b a b 
s e r a p a n 
b e l a n j a 
APBD pal-

ing banyak dialokasikan untuk 
program fisik.

“Ada yang sedang on the 
way, SP2D-nya belum turun 
biasanya bisa lebih tinggi,” un-
gkapnya kepada Berauterkini.
co.id., Rabu (12/11/2025).

“Ada yang sedang masuk, 
menunggu proses baru turun. 
Ada yang sedang di tengah 
jalan, biasanya lebih tinggi, 60 
persen mungkin ada kalau yang 
sudah progres”, tambahnya.

Dirinya menyampaikan se-
jumlah kendala dalam mem-
percepat realisasi serapan 
belanja APBD.

Menurutnya faktor keter-
lambatan proses tender men-
jadi salah satu penyebab.

“Tendernya mungkin 
agak sedikit telat karena 
harus memenuhi kualifikasi 
beberapa persyaratan, di-
antaranya PPK harus punya 

sertifikasi tipe C, B, A. 
Tipe C yang paling 

rendah, itu yang 
agak nunggu,” 
ujarnya.

Ismiyanto 
optimis sera-

pan belan-
ja APBD 

bisa mencapai target.
Dirinya pun menyarakan 

percepatan penyelesaian 
proyek fisik dengan menam-
bah tenaga kerja atau man-
power.

“Biasanya kalau mau me-
percepat itu ada manpower, 
manpower itu pekerja kon-
struksi atau yang mengontrol 
rantai pasok material, seperti 
semen,” ujarnya.(*)
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Cantiknya Tepian Sambaliung 
Spot Baru Nikmati Sore di Berau

Begini suasana Te-
pian Sambaliung 
Berau yang sema-

kin indah.
Suasana di Tepian Samba-

liung Berau semakin menarik 
dengan adanya berbagai fasil-
itas di sepanjang tepian.

Pengamatan Berauter-
kini.co.id. di lokasi, Jumat 
(14/11/2025), Tepian Sam-
baliung yang berada di Jalan 
Tanjung Baru 1 ini memiliki nu-
ansa warna coklat yang men-
dominasi sepanjang tepian 
tersebut. 

Lampu-lampu jalan yang 
terukir dengan ukiran dayak 
menambah keindahan tepian 
yang bernuansa coklat itu. 

Kursi berukuran panjang 
berawarna putih menambah-
kan kelengkapan tepian un-
tuk memudahkan pengunjung 
yang datang untuk bersantai.

Rombong pedagang juga 
terlihat menghiasi tepian. Be-
danya, rombong pedagang 
tidak terletak tepat di atas 
jalanan tepian, sehingga tidak 
membuat jalanan tepian terli-
hat penuh.   

Lampu-lampu jalan juga 
menghiasi tepian tersebut, 
mulai dari ukuran kecil sampai 
yang paling tinggi. 

Banyaknya lampu jalan 
tidak membuat penerangan 
ketika malam hari semakin 
bagus, justru malah lampu 
tersebut banyak yang tidak 
menyala, sehingga hanya 
mengandalkan cahaya lampu 
dari rumah warga.

Selain itu, di sepanjang 
tepian juga tersedia tempat 
sampah agar pengunjung ti-
dak bingung untuk membuang 
sampah dan menghindari 
membuang sampah semba-
rangan.

Tepian Sambaliung baru 
cenderung bersih. Pohon 
palem yang tumbuh di sekitar 
tepian juga menambah keinda-
han Tepian Sambaliung.

Susana di Tepian Samba-
liung juga lengang, terlihat ha-

nya ada beberapa anak-anak 
yang sedang bermain di seki-
tar Tepian Sambaliung.

Karena itu, Tepian Sam-
baliung cocok menjadi tempat 
yang harus dikunjungi di Berau 
untuk sekedar bersantai atau 
berolahraga. 

Menurut warga sekitar, 
yakni Hanuti, Tepian Samba-
liung di Jalan Tanjung Baru 
1, menjadi daya tarik banyak 
orang.

Banyak orang yang 
berkunjung untuk sekedar 
membuat konten promosi 
makanan dikarenakan lokasin-
ya yang bagus. 

“Iya ini baru, belum ada se-
tahun”, ungkap Hanuti.

Ia juga mengatakan bah-
wa pengunjung yang datang 

sekedar duduk-duduk di kursi 
rombongnya atau di kursi yang 
sudah tersedia di tepian.

Meski demikian, warga 
sekitar juga berharap Pemkab 
Berau mampu memperbaiki 
lampu jalan yang kerap mati.

“Pengunjung bilang cantik 
tepiannya, tapi ya itu lampun-
ya”, ujarnya.

Warga lain yakni Surian-
syah juga mengungkapkan hal 
yang sama.

Dia mengatakan, kondisi 
lampu di Tepian Sambaliung 
yang kerap mati membuat 
jumlah orang yang berkunjung 
semakin sepi.

“Rame tapi enggak terlalu 
rame juga lah, karena ini pen-
garuh juga lampu gelap”, ung-
kapnya.

“Sudah sebulan lebih lam-
pu mati. Palingan lampu nyala 
cuma bertahan 2 atau 3 hari, 
habis itu mati lagi”, jelasnya. 

Menurutnya, warga sekitar 
berharap agar lampu di Tepian 
Sambaliung bisa diperbaiki se-
hingga jumlah pengunjung se-
makin banyak dan menggera-
kan usaha warga sekitar.

“Kan kalau di sini banyak 
pengunjung kita bisa berjualan 
juga”, ungkapnya.(ANDRIKNI 
SHOLIKHATI)


